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ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem
demokrasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/kota di
Indonesia  bersifat otonom yang pembentukannya ditetapkan
berdasarkan  undang-undang. Fungsi DRPD Kabupaten/kota
berdasarkan Pasal 149 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, meliputi fungsi pembentukan peraturan daerah,
anggaran dan pengawasan. DPRD memiliki tugas dan fungsi terkait
berjalannya penyelenggaraan pemerintah di daerah sebagaimana
dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah. DPRD merupakan aktor
yang sangat penting dalam pemerintahan, khususnya di kabupaten
Tulang Bawang. karena fungsi DPRD pengawasan terhadap
pemerintah daerah merupakan _bentuk kinerja dari DPRD
Kabupaten/kota yang ' sangat penting dan’ bermuara dengan
berjalannya pemerintahan daerahp tetkait penyelenggaraan sistem
otonomi daerah. yaitu, salah satunya adalah fungsi4engawasan DPRD
terhadap pemerintah daerahgyang, ada-diKabupaten Tulang Bawang.
Adapun tujuan dari penelitian Tni agar dapat mengetahui upaya apa
yang dilakukan DPRD terhadap Pemerintah Daerah untuk
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dan
juga mengetahui Fungsi Pengawasan DPRD terhadap pemerintah
daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari
Korupsi berdasarkan Figh Siyasah. Apakah semua itu sudah
berjalan dengan baik berdasarkan Undang-undang dan sesuai dengan
pandangan Figh Siyasah. Kemudian penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan menggunakan data dan sumber data melalui
wawancara dan dokumentasi. Agar dapat mengetahui apakah Fungsi
pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah tersebut telah berjalan
secara baik di lapangan sesuai dengan Undang-undang.

Kata kunci : Figh Siyasah, Fungsi DPRD, Pemerintah Daerah.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi
mahasiswa universitas islam negeri raden intan lampung mengacu pada
surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan
kebudayaan Rl No. 158 tahun 1987 - nomor: 0543/b/u/1987 tentang

tranliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai

berikut :

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Latin

J\AIA
I Al da Tidak dilambangkan
o Ba' B Be
o Ta' T Te
O Sa’ S Es (Dengan titikdi atas)
z Jim J Je
z ha h Ha (dengan titik di
bawah)
z Kha Kh Ka dan ha




3 Dal ] De
3 Zal pA Z (dengan titik di atas)
3 Ra R Er
3 Zai z Zet
o Sin S Es
o8 Syin Sy Esdanye
o2 Sad S Es (dengan titik di
bawah)
o2 De (dengan titik di
b
B Za' % Zet (dengan titik di
bawah)
£ ‘ain : Koma terbalik di atas
3 Gain G Ge
B Fa' F Ef
& Qaf Q Qi
o] Kaf K Ka




J Lam El
p Min Em
3 Nun En
3 wawu We
s ha' Ha
e Hamzah Apostrof
& Ya' Ye

Muta'aqqidin
‘iddah
. Ta'Marbutah
a. Bila dimatikan tulis h
La Ditulis Hibbah
> Ditulis Jizyah

b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan

dammah ditulis t




TS

Ditulis Zakatul fitri
4. Vokal Pendek
Kasrah Ditulis I
Fathah Ditulis A
Dammah Ditulis U

5. Vokal Panjang

- W ' A
ila 8 jéhmyyah
Fathah + ya' mati % A
L IO} Yas'a
Kasrah + ya'mati Ditulis I
ass Karim
Dammah + wawu Ditulis u
el Furad
3958

Vi




6. Vocal Rangkap

Fathah + ya' mati Ditulis Ai
@S Bainakum
Fathah + wawu mati Ditulis Au
Jad Qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf gamariyyah

| _#1a'in syakartum

A'antum

u'iddat

]

Ditulis

al-Quran

oeladl!

Ditulis

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, serta menghilangkan huruf | (ef) nya

eladl

Ditulis

as-Sama’

Vii




st

Ditulis

asySyams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

2 al gad

Ditulis

Zawi al-furtd

el Jal

Ditulis

Ahl as-Sunnah

Lo

=
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam penulisan penelitian guna
memperoleh dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam
penulisan skripsi, di bawah ini penulis akan mendefinisikan kata-
kata yang terdapat dalam skripsi ini dengan judul: FUNGSI
PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH
DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN
YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH Oleh karena itu diberikan penjelasan istilah-
istilah sebagai berikut :

1. Fungsi
Fungsi adalah gambaran peran yang ideal sebagai
patokan dalam- mengerjakan sesuatu sesuai tatanan
tertentu.
2. Pengawasan “ ; gT=
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan
ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat
mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai
dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
3. DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di
Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.
4. Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1



5. Mewujudkan
Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia (MTBI),
sinonim kata mewujudkan adalah  melahirkan,
melaksanakan, memanifestasikan, membuat,
memperhatikan. Sinonim adalah kata yang memiliki
persamaan makna dengan kata lain.
6. Pemerintahan
Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah
orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang
mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat
dan negara.

7. Bersih

Bersih berarti terbebasnya manusia atau suatu

barang dari kotoran.
8. Bebas

Bebas, adalah lepas _sama sekali’ (tidak terhalang,

tergangguy.dan sebagainya sehingga dapat.bergerak.
9. Korupsi _ 2 .

Menurut Kamus®Besar“Bahasa Indonesia (KBBI),
pengertian  korupsi  adalah  penyelewengan atau
penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi,
yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau
orang lain.!

10. Figh Siyasah

Figh Siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang
seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada
umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum,
peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang
kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.?

' Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994),527.

Nurcholis Majid, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik
(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.



B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem
demokrasi, Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di
Indonesia bersifat otonom yang pembentukannya ditetapkan
berdasarkan undang-undang. Pada daerah-daerah dan kota yang
bersifat otonom tersebut diadakan badan-badan perwakilan
rakyat daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(disingkat DPRD).?

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
berdasarkan Pasal 149 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah, meliputi pembentukan
peraturan daerah, anggaran dan pengawasan.

Fungsi pengawasan secara jelas dalam ketentuan Pasal 153
ayat (1) Undang-undang Nomor< 9 Tahun 2015 Tentang
perubahan Kedua atas undang-undang Nomors23 Tahun 2014
tentang pemerintahan Daérah,” menyebutkan bahwa: Fungsi
pengawasan sebagaimana,dimaksud-dalam Pasal 149 ayat (1)
huruf ¢ diwujudkan dalam™Bentdk Pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan
bupati/wali kota

2. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain
yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
kabupaten/kota

3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan
keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi
pejabat pemerintahan, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang
dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat
pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dasar hukum Undang-

* Sarundjang, Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah (Jakarta:
Sinar Harapan, 2002), 28.



Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Undang-
undang ini diatur tentang dasar hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang
baik (Good Governance) dan sebagai upaya untuk mencegah
praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Akan tetapi pada kenyataannya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah justru lebih fokus terhadap pelaksanaan politik saja dan
lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka sendiri di
bandingkan dengan Tugas mereka sebagaimana yang tertuang
dalam Undang-undang tersebut.* Yang mana seharusnya para
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten itu lebih
efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsi pengawasan
terhadap pemerintah daerah agar hal-hal yang terkait dengan
administrasi negara khususnya di-Pemerintah Daerah itu dapat
digunakan atau ' direalisasikan sesuai ‘dengan. peraturan
perundang-undangan . dan /. APBD, kabupaten, sehingga
Pemerintahan di daerah tersebut dapat berjalan-dan sesuai dengan
peraturan perundang-unda@ngan, dan’ dapat™terhindar dari Hal-hal
buruk seperti tindakan Korupsi', Kolusi dan Nepotisme.®

Ada pun materi Siyasah Dustiriyyah dan Siyasah
Tanfiziyyah dikatakan sebagai bagian dari Figh Siyasah yang
membahas masalah  perundang-undangan  Negara dan
pelaksanaannya. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya
mengenai dasar yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan
pembagian kekuasaan.® Hal ini tidak terlepas dari dua pokok
yaitu, ayat al-Qur’an dan Hadist, kemudian ada juga Magasid
Syari’ah, dan ajaran Agama Islam dalam mengatur kehidupan
masyarakat.

# Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

>Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar llmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka
Umum, 2006), 51.

® Nurcholis Majid, Figh Siyasah (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 15.



Sebagaimana dalam al-Qur’an, Allah SWT juga telah
berfirman, yakni (Q.S. al-Bagarah [2]:188).

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta
sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan
yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu
dapat memakan sebahagian daripada harta benda
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal
kamu mengetahuig”

Sehubungan™dengan._ posisi _anggota="Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang“Kliatakarenaefflingsi mengawasi jalannya
pemerintahan. Upaya penguatan fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dapat diwujudkan dengan melakukan penataan
regulasi terkait dengan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagai bagian dari pemerintahan di daerah yang
memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah.8Pengawasan
bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan diperoleh
secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan rencana
yang telah ditentukan sebelumnya.9Karena konstitusi negara

"Departemen Agama RI, Al Qui’an Tajwid Dan Terjemah (Bandung:
Diponegoro, 2009), 29.

BAminuddin, “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik,” Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12 (Desember 2015):
140, https://media.neliti.com/media/publications/146331-1D-fungsi-pengawasan-dprd-
dalam-mewujudkan.pdf.

Soewarno Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan
Manajemen (Jakarta: Gunung Agung, 2009), 143.



modern membentuk organ-organ legislatif yang harus diterapkan
oleh pengadilan atau organ pemerintah.10

Dua tersangka korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) Tulang
Bawang tahun anggaran 2019 menjalani persidangan di
Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjung karang. Mereka
adalah Eks Kepala Kadisdik Nasaruddin dan pengurus koperasi
Bergerak Melayani Warga (BMW) Guntur Abdul Nasser yang
merupakan pegawai di Dinas Pendidikan Tulang Bawang.
Nasaruddin merugikan Negara dalam korupsi Dana Alokasi
Khusus (DAK) fisik tahun 2019 senilai Rp3,67 miliar. Jaksa
Penuntut Umum (JPU) Ardhi Herliansyah menjelaskan,
berdasarkan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen
Daerah) pada tahun anggaran 2019, Dinas Pendidikan Kabupaten
Tulang Bawang mendapatkan DAK yang bersumber dari APBD
sebesar Rp36.193.430.000, untuk dibagikan ke sebanyak 142
sekolah.11 Ada.pun rinciannya adalah SD Negeri.sebanyak 75
sekolah dengan nilai Rp21.943.909.000,/SD.Swasta (11) senilai
Rp1.585.000.000, SMP- Negeri (41) sebesar~Rp9.724.021.000,
SMP Swasta (11) sel€SaryRp.1.567500.000,- dan sanggar
kegiatan belajar atau TK untuk empat sekolah dengan nilai
sebesar Rp1.373.000.000. Pada juli 2019, Nasaruddin selaku
Kepala Dinas mengundang Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
(MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) untuk
membentuk koperasi BMW. Dalam pertemuan itu, Nasarudin
menyampaikan setiap Kepala Sekolah yang menerima DAK
Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2019 akan ditarik pungutan.

Dari penjabaran di atas penulis tertarik untuk mengkaji
bagaimana Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan
Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi perspektif Figh
Siyasah, dan apa saja upaya yang dilakukan Dewan Perwakilan

0 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni (Bandung: Penerbit Nusamedia &
Nuansa, 2007), 247.

Y Asrul Septian Malik, “Kronologio Korupsi Eks Kadisdik Tulang Bawang
Dengan  Kerugian Negara Rp 3,6 Miliar,” LAMPOST.CO, 2021,
Lampost.co/https://m.lampost.co/berita-kronologi-korupsi-eks-kadisdik-tulangbawang-
dengankerugian-negara-rp3-6-miliar.html.
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Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan
Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi di Kabupaten
Tulang Bawang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis
tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri dengan judul
“Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap
pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih
dan bebas dari Korupsi Perspektif Figk Siyasah (Studi di DPRD
Kabupaten Tulang Bawang)

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan
penelitian maka ruang. lingkup pembahasan dan kajiannya
difokuskan pada Fungsi Pengawasan- Dewan Perwakilan
Rakyat "mDaerah  terhadap.. pemerintahss'daerah dalam
mewujudkan pemerintahan™ yang _bersihi'dan bebas dari
Korupsi perspektif« Figh _Siyasyah (Studi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah‘Kabtpaten Tulang Bawang).

a. Pandangan Figh Siyasah tentang Fungsi Pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap
pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan bebas dari Korupsi di kabupaten
Tulang Bawang ini tidak sesuai dengan sebagaimana
fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam
Figh Siyasah.

b. Implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang pemerintahan daerah dalam pasal 149 ayat 1
huruf c yaitu tentang pengawasan, hal ini tidak
berjalan secara Optimal sesuai dengan apa yang ada
di dalam undang-undang.

2. Sub Fokus Penelitian
Agar  penelitian  terarah dan  tidak terjadi
kesalahpahaman, maka penulis perlu adanya pembahasan
masalah yang di teliti. Fokus terkait permasalahan yang
muncul, maka penulis membatasinya yaitu :



a. Pandangan Figh Siyasah tentang Fungsi Pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap
pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan bebas dari Korupsi di kabupaten
Tulang Bawang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada dua masalah
yang diteliti Dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja upaya yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terhadap pemerintah daerah untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi di
Kabupaten Tulang Bawang?

2. Bagaimana pandangan. Figh Siyasah terhadap Fungsi
pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap
pemerintalndaerah dalam mewujudkan pemerintahan yang
bersih danibebas.dari Korupsi?

E. Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai
berdasarkan pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan
penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah
untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas
dari Korupsi di Kabupaten Tulang Bawang.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Figh Siyasah
terhadap Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi.

F. Manfaat penelitian

1. Secara Teoretis
a. Dapat memberikan pemikiran kepada masyarakat
terkait Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan
pemerintahan daerah yang bersih dan Bebas dari
korupsidi Kabupaten Tulang Bawang,

b. Dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian-
penelitian Berikutnya yang mempunyai tema yang
sama dengan yang penulis Teliti.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

1) Dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan
masyarakat ~ Kabupaten Tulang Bawang
mengenai  Fungsi  Pengawasan  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah
daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang
bersih dan bebas dari Korupsi.

2) . Bagi masyarakat dapat mengetahui upaya yang
dilakukan Dewan Perakilan Rakyat Daerah
Dalam pegngawasan terhadap pemerintah daerah
dalam-mewujudkan-pemerintahan yang bersih
dan-bebas dari Korupsi-

b. Bagi UIN Raden Intan Lampung
Sebagai transkip laporan penelitian dan
diharapkan dapat memberikan kontribusi baru untuk
mahasiswa dan bermanfaat serta menambah ilmu
pengetahuan dan pemberdayaan perpustakaan UIN
Raden Intan Lampung khususnya fakultas syari’ah

di jurusan Hukum Tata Negara.

G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan

Adanya peran Dalam negara demokrasi, keberadaan
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah atau lembaga legislatif adalah merupakan suatu
keharusan.’Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
akan memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap

'2Sadu Wasistono dan Ondo Riyani, Etika Hubungan Legislatif Eksekutif
Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Bandung: Fokus Media, 2003), 93.
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Eksekutif dalam penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan
kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan
administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan
daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan
tindak pidana korupsi bagi pejabat publik yang menangani
urusan publik tersebut.

Dalam hal ini peneliti mengambil Kajian dari Jurnal dan
Skripsi  yang telah melakukan penelitian yang Sama sebagai
penelitian terdahulu yang relevan:

1. Jurnal

Sumber Jurnal yang di ambil yaitu dari Aminuddin
Mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas
Taduloka Tahun 2015. “Tentang Fungsi pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik”’. Kehadiran Dewan
Perwakilan . Rakyat, Daerah dalam sebuah negara
demokrasi bukanlah™untuk* mengurangl kewenangan
dari pada eksekutif tetapi=harus dipandang sebagai
upaya untuk ~ lebif” terjafiinnya kepentingan rakyat
dalam seluruh kebijakan pemerintah daerah. Dalam
perkembangan  fungsi Dawan Perwakilan Rakyat
Daerah di Indonesia telah mengalami pasang surut
seiring dengan dinamika ketatanegaraan. Sebab Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah bukanlah lembaga teknis
yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan
pengawasan terhadap peraturan daerah, anggaran dan
kebijakan pemerintah daerah.™

Persamaan dengan penelitian yang akan dibuat
oleh penulis adalah sama, membahas mengenai Fungsi
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kemudian perbedaan peneliti mengambil tentang
Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

> Aminuddin, “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik,” 27.
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terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi
Perspektif Figh Siyasah.

2. Skripsi

Kemudian  Sumber  Skripsi dari  Kartika
Miftahurrohmah Universitas Sumatera Utara, Tahun
2017 “Tentang Tugas dan fungsi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan
pelaksanaan peraturan daerah kota Medan”. Tugas dan
fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mewadahi dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta
memperjuangkan tuntutan dan kepentingan masyarakat
di daerah sehingga pelaksanaan otonomi daerah yang
luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan
sebagaimana yang .diamanatkan dalam  Undang-
Undang No. 27 tahun' "2009 .tentang Susunan dan
kedudukan MPR;DPR, DPD dan DPRD.*

Persamaan @engan®penelitian yang akan dibuat
oleh penulis adalah sama, membahas mengenai “Tugas
dan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah kota
Medan”. Kemudian perbedaan peneliti mengambil
tentang Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi
Perspektif Figh Siyasah.

H. Metode penelitian

Metode  Penelitian adalah  usaha  menemukan,
mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan
usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode

“Kartika Miftahurrohmah, “Tugas Dan Fungsi Anggota DPRD Dalam
Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan” (Skripsi, Universitas
Sumatra Utara, 2017),190.
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ilmiah,® Metode penelitian juga merupakan tata cara
bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Metode
penelitian deskriptif ini dilakukan di Kabupaten Tulang
Bawang, Provinsi Lampung dengan pangkalan penelitian di
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang
Bawang, Yang terkait dengan masalah Fungsi Pengawasan
Dewan Perwakilan Daerah. Untuk menghindari dan
memahami suatu permasalahan agar hasil penelitian yang
dilaksanakan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan poksi
dan mendapatkan hasil yang maksimal tentunya metode
penelitian ini sangat di butuhkan guna mencapai apa saja yang
perlu kita laksanakan sesuai dengan tujuan.
1. Jenis dan sifat penelitian
a. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis
dalam skripsi ini adalah Jenis penelitian lapangan
(field research), yaitu, penelitian lapangan atau
pada-responden.’®
Artinyamstiatu: penelitian yang dilakukan
secara sistematis, teratur dan mendalam dengan
mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di
lapangan khususnya di Kabupaten Tulang
Bawang.
b. Sifat penelitian
Adapun penelitian ini bersifat deskriptif
analisis, yaitu dengan cara menganalisis data dan
diteliti dengan mendapatkan data-data tersebut
sehingga dapat memperoleh intisari sesuai
dengan apa yang terjadi dan nantinya akan di
peroleh kesimpulan sesuai dengan hasil yang
diteliti, yang berkaitan dengan  Fungsi
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Terhadap Pemerintah Daerah Dalam

1% Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid | (Yogyakarta: Andi Offset,

1983), 190.

6 Susiadi AS, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan

Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015), 15.
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Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan
Bebas Dari Korupsi Perspektif Figh Siyasah
(Studi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang).
Dapat dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat
Deskripstif ~ Analisis, proses yang sedang
berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu yang
dimaksud. Penelitian Deskriptif Analisis yaitu
mempelajari  kegiatan-kegiatan,  sikap-sikap,
pandangan-pandangan, serta proses masalah-
masalah dalam masyarakat dan tata cara yang
berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi
termasuk tentang hubungan dan Fenomena.’
2. Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi
dua bagian yaitu. Sumber data primer dan data
sekunder.
a. Sumber DataPrimer
Data primer—merupakan data yang
didapatydari sumberyang Pertama, baik dari
individu atau pérseorangan.lgDalam penelitian
ini Yang menjadi sumber data primer adalah
informasi  yang didapat dari Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang
Bawang.
b.  Sumber Data Sekunder
Pada data sekunder ini  peneliti
mengambil dari Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 Perubahan kedua atas undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.
3. Informan
Hendrarso dalam Suyanto menjelaskan bahwa
subjek penelitian akan menjadi informan yang akan

17 1.
Ibid, 16.
83ygiarto, Metodology Penelitian Bisnis (Yogyakarta: CV. Andi Offset,
2017), 178.
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memberikan berbagai macam informasi yang
diperlukan selama proses penelitian. Informan ini
meliputi dua macam, yaitu informan kunci (subjek
penelitian), dan informan tambahan. Informan kunci
adalah mereka yang mengetahui, memiliki berbagai
informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian
serta terlibat secara langsung dalam interaksi sosial
yang diteliti. Sedangkan informan tambahan adalah
mereka yang memberikan informasi walaupun tidak
secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang
diteliti.”®
Pada penelitian ini Penentuan informan yang
menjadi sumber data dilakukan dengan cara random
sampling yang dipilih dengan cara acak atau tidak
menentu, maka dapat diambil-informan berjumlah 11
orang dari Ketua sampai dengan Komisi-komisi yang
ada 'di. Dewan Penwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tulang “Bawang. Informan -ini_-digunakan sebagai
penunjang dalammmemberikan®penambahan informasi
pada penelitian. ' '
4. Metode pengumpulan data
a. Wawancara
Wawancara digunakan untuk
memperolen  keterangan  secara  lisan
memberikan pertanyaan kepada narasumber
atau responden mengenai guna mencapai
tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan
objek yang diteliti untuk mendapatkan
informasi secara langsung dengan metode
tanya jawab, pada penelitian ini wawancara
ditujukan kepada Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

19Suyanto Bagong, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif
Pendekatan (Jakarta: Prenada Media, 2005), 171.
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b. Dokumentasi

Dokumentasi  ialah  mencari  data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,
fotodan Undang-undang atau peraturan yang
berlaku yang diperoleh baik dari perpustakaan
maupun media Online.?’

5. Metode pengolahan data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring,
mengatur, mengklarifikasi dengan cara
menggolongkan, menyusun menurut aturan. Dalam
menimbang dan menyaring data, penulis benar dengan
masalah yang diteliti, sesmentara penulis mengatur dan
benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan
tepat serta berkaitan tertentu.*

Melalui  pengolahan = data-data yang telat
dikumpulkan. /.oleh® " penulis, © /maka  penulis
menggunakan tahapan-tahapan-sebagai berikut:

1. Pemenksaan Data’(Bditing)

Pemeriksaan data adalah meneliti data-
data yang telah diperoleh, terutama dari
kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan,
kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya
dengan data yang lain.

2. Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan yaitu langkah yang terakhir
untuk proses pengelolahan data. Kesimpulan
ini yang menjadi sebuah data terkait objek
penelitian.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan dikumpulkan, maka langkah

selanjutnya adalah menganalisis data agar dapat

% Atwar Bajari, Metodelogi Penelitian Komunikasi (Bandung: Simbiosa
Rekatama Media, 2015), 106.

2l Mo Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi
Aksara, 2006).
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ditarik  kesimpulan. Dalam menganalisis data
menggunakan metode berpikir  deduktif yang
berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-
peristiwa yang konkret. Metode analisis yang
digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan
deskriptif  komperatif. Deskriptif adalah suatu
penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu
keadaan vyang diteliti secara objektif. Analisis
komperatif yaitu suatu metode yang membandingkan
dua atau lebih tokoh atau aliran, yang menelaah
kesamaan atau  perbedaan.”? Dengan  cara
membandingkan dalam dua sistem hukum yang
berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan
tujuan menemukan persamaan dan perbedaan dalam
kedua hukum tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Agar penulis dapat,, memperoleh ~pembahasan yang
sistematis, maka penulis®perfuk@n penyusunan penelitian
dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil yang
baik, sesuai dan mudah untuk dipahami, penulis akan
mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB pertama, merupakan bagian pendahuluan yang di
dalamnya berisi mengenai penegasan judul, latar belakang
masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian
terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

BAB kedua, pada bagian ini memuat penjabaran
mengenai Landasan Teori, Undang-undang dan buku-buku
serta jurnal yang relevan dengan judul yang diangkat oleh
penulis dalam skripsi ini yaitu tentang Fungsi pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pemerintah

%2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, 2004), 135.
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Daerah dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan
bebas dari Korupsi Perspektif Figh Siyasah.

BAB ketiga, merupakan bagian yang memuat penjabaran
mengenai deskripsi objek penelitian yang di dalamnya berisi
tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta
dan data penelitian.

BAB keempat, merupakan analisis penelitian yang
meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian tentang
Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah terhadap
Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pemerintahan yang
bersih dan bebas dari Korupsi .

BAB kelima, merupakan bagian penutup yang berisikan
kesimpulan dan saran mengenai pembahasan dalam judul ini.






BAB 11
LANDASAN TEORI

A. FIQH SIYASAH

1.

Pengertian Figh Siyasah

Figh berasal dari fagaha-yafgahu-fighan, menurut
istilah adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum
syari’at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya
yang terperinci (tafszli). Dari definisi ini dapat disimpulkan
bahwa Figh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama’
(mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga
dapat diamalkan oleh umat Islam. Figh disebut juga dengan
hukum Islam, karena Figh bersifat ijtihadiyyah, pemahaman
hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan
perkembangan sesuai dengan perubahan dans perkembangan
situasi kondisimanusia.itu sendiri.

Figh secara bahasa pengertiannyaadalah “paham yang
mendalam”. Imaffial=Tirmidzif™dikutip Amir Syarifuddin,
menyebut “Figh tentang sesuatu” berarti mengetahui
batinnya sampai kepada kedalamannya.”*Figh mencangkup
berbagai aspek-aspek kehidupan manusia. Disamping
mencangkup membahas tentang hubungan antara manusia
dengan tuhannya, Figh juga membicarakan aspek hubungan
antara sesama manusia secara luas. Kemudian pengertian
Siyasah diartikan sebagai dengan ketentuan kebijaksanaan
pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari’at.
Abdurrahman Taj yang merumuskan Siyasah Syar’iyyah
sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara,
mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa
semangat syari’at dan dasar-dasarnya yang universal demi
terciptanya  tujuan-tujuan  kemasyarakatan, walaupun

15.

25 Amir Syarifudin, Pembaruan Dalam Islam (Ma’luf: Al-Munjid, 591 H),
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pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-Qur’an
maupun al-Sunnah.?

Adapun dasar hukum Siyasah Dustariyyah yaitu salah
satunya al-Qur’an. Merupakan sumber pokok aturan Agama
Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan
hukum, al-Qur’an merupakan kalam Allah yang Dberisi
firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Islam
sebagai ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi, tidaklah
bisa dipisahkan dari keterkaitan dengan kekuatan yang
berkuasa di era para nabi-nabi tersebut,? karena al-Qur’an di
yakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya di anggap suci,
maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi
segala macam superstruktur di dalam Islam.?

Kata Siyasah yang berasal dari kata Sasa, berarti
mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan,
politik  dan ' pembuatan  kebijaksanaan. . Pengertian
kebahasaan ini mengisyaratkan‘bahwa tujuan Siyasah adalah
mengatur, mengurus-dan membuat kebijaksanaan atas
sesuatu yang bersifatpelitisi- untuk™mencangkup sesuatu.
Figh Siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk
beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya
dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan
kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang
bernafaskan ajaran Islam.”’

Berdasarkan hakikat Siyasah Syar’iyyah ini dapat
disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok Siyasah adalah
wahyu al-Qur’an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang
yang menjadi acuan bagi para pemegang kekuasaan
pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang-
undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Namun

#Abd al-Rahman Taj, Al-Siyasah Al-Syar’iyyah Wa Al-Figh Al-Islami

(Mesir: Mathba’ah Dar al-Ta’lif, 1993), 10.

Quranika,

Byusuf Baihagqi, “Dimensi Politik Dalam Kisah Al-Qur’an,” Jurnal Studia
Volume 3 Nomor 2 (Januari 2019): 92,

https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/quranika/articel/view/2593.

%Ridwan HR, “Figh Politik Gagasan: Harapan Dan Kenyataan”

(Universitas Islam Indonesia, 2007), 274.

" Majid, Figh Siyasah, 3.



21

karena kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan
perkembagan kemasyarakatan selalu dinamis, maka sumber
atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga
terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri. Sumber-
sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi,
adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan
warisan budaya.?®

2. Ruang lingkup kajian Figh Siyasah

Terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama’
dalam menentukan ruang lingkup kajian Figh Siyasah. Di
antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang
menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan.
Bahkan ada sebagian ulama” yang membagi ruang lingkup
kajian Figh Siyasah menjadi- delapan bidang. Namun
perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat
teknis.® Menurut Imambal-Mawardi, didalam kitabnya yang
berjudul al=Akzkam _al-Sulsaniyyah Jingkup kajian Figh
Siyasah mencangkup, kebijksamaan pemerintah tentang
siyasah dustﬁriyyah' (pera{turan perundang-undangan),
siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah
gadaiyyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hukum perang)
dan siyasah idariyyah (administrasi negara).

Berbeda dengan para pemikir yang lainnya, salah satu
ulama’ terkemuka di indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy
kemudian membagi ruang lingkup Figh Siyasah menjadi
delapan bidang yaitu;

a. Siyasah Dustariyyah Syar’iyyah (politik pembuatan
perundang-undangan)

b. Siyasah Tasyri’iyyah (politik hukum)

c. Siyasah Qada’iyyah Syar’iyyah (politik peradilan)

d. Siyasah Maliyyah Syar’iyyah (politik ekoomi dan
moneter)

2Ahmad Sukardja, Piagam Madinah Dan UUD 1945 (Jakarta: Ul Press,
1995), 11.

®Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,
(Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 14.
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e. Siyasah Idariyyah Syar’iyyah (politik administrasi
negara)

f. Siyasah Dauliyyah / Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah
(politik hubungan internasional)

g. Siyasah Tanfiziyyah Syar’iyyah (politik pelaksanaan
perundang-undangan)

h. Siyasah Harbiyyah Syar iyyah (politik peperangan).

Berdasaran perbedaan pendapat di atas, pembagian
Figh Siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian
pokok. Pertama, politik perundang-undangan (Siyasah
Dustariyyah). Bagian ini meliputi tentang penetepan hukum
oleh lembaga legislatif, peradilan (Qada iyyah) oleh
lembaga yudikatif, dan  administrasi  pemerintahan
(Idariyyah) oleh birokrasi-atau eksekutif. Kedua, politik luar
negeri (Siyasah-Dauliyyah /Siyasah Kharijiyyah). Bagian ini
mencangkupshubungan keperdataan ' antaramwarga negara
yang muslimydengan non-muslim yang-berbetia kebangsaan
(Siyasah al- Dauli al-Khas) atau.disebut juga hukum perdata
internasional dan ~ hubtingar “@iplomatik antara negara
muslim dan negara non-muslim (Siyasah al-Dauli al-Amm)
atau disebut juga dengan hubungan internasional, hukum
perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli,
perjanjian, perikatan, dan utang-piutang yang dilakukan
warga negara muslim dengan warga negara lain. Adapun
hubungan internasional mengatur antara lain politik
kebijakan negara islam dalam masa damai dan perang.
Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang
kebijaksaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak
istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya.
Sedangkan dalam masa perang menyangkut antara lain
tentang dasar-dasar diizinkannya berperang, pengumuman
perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan
senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (Siyasah
Maliyyah), antara lain membahas sumber-sumber keuangan
negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara,
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perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak publik, dan
perbankan.

Pendekatan kajian Figh Siyasah Dustariyyah dan Siyasah
Tanftziyyah

Seperti dijelaskan sebelumnya, objek kajian Figh
Siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dan
rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan
kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-
masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar
negeri dalam masa damai dan masa perang serta
kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang
ilmu hukum yang berdiri sendiri, kajian Figh Siyasah tentu
memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan
metode-metodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran
dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang
sejarah‘lslam. Disamping itu metode dan pendekatan ini juga
akan menjadi—acuan serta kerangka=-ntuk merumuskan
keputusan-keputdSang, politikgemasa kini, sehinga bisa
mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di
dunia Islam.*

a. Siyasah Dustariyyah

Adapun kajian yang akan digunakan dalam
penelitian ini mengambil dengan kajian Siyasah
Dustiriyyah, kata “dusturi” berasal dari bahasa persia,
semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas
baik dalam bidang politik maupun Agama. Dalam
perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk
menunjukkan anggota kependetaan (Pemuka Agama)
Zoroaster (majusi), setelah mengalami penyerapan
kedalam bahasa Arab, kata dustu berkembang
pengertiannya menjadi asas dasar pembinaan. Secara
istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang
mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara

®suyuthi Pulungan, Figh Siyasah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 5.
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sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara,
baik tidak tertulis dan tertulis.**

Siyasah Dustiriyyah adalah bagian Figh Siyasah
yang membahas masalah perundang-undangan negara.
Dalam hak ini juga dibahas antara lain konsep-konsep
konstitusi (undang-undang dasar negara dan lahirnya
sejarah perundang-undangan dalam suatu negara),
legalisasi (bagaimana cara perumusan perundang-
undangan), lembaga demokrasi dan syara yang
merupakan pilar penting dalam perundang-undangan
tersebut. Disamping itu kajian ini juga membahas
konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan
timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta
hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.*

. Siyasah Tanfiziyyah

Siyasah Tanfiziyyah dalam perspektif Islam tidak
terlepas dari-al-Qur’an dan"Sunnah Nabt serta praktik
yang dikembangkan olehs para pemimpin serta
pemerintah ~ Islam? 'sepdhjang  sejarah.  Siyasah
Tanfiziyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak
asing dalam Islam, terutama di zaman Nabi SAW.
Siyasah TanfiZziyyah adalah salah satu bagian
terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena
menyangkut  tentang  pelaksanaan  perundang-
undangan.

Oleh karena itu salah satu kajian yang menurut
Figh Siyasah termasuk kedalam konsep kajiannya
yaitu tentang fungsi pengawasan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang mana bertugas dalam
melaksanakan fungsi dan tugas mereka sebagai
anggota Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsi
mereka maka secara spesifikasi kajian Figh Siyasah
mengenai tentang  Siyasah TanfiZziyyah dan Siyasah

¥ Agustina Nurhayati, Figh Siyasah (Lampung: Seleksi Penerbit Syari’ah,

2014), 174.

32Iqbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 5.
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Dustiariyyah yang mencangkup tentang Undang-
undang akan tetapi secara umum dapat mencangkup
juga terkait peran dan Fungsi dari pada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan itu
sesuai dengan ajaran agama Islam, setiap pemimpin
atau penyelenggara negara harus bertanggung jawab
terhadap apa yang telah meraka emban didalam suatu
lembaga ataupun sub bagian yang ada di
pemerintahan  baik  itu  tugas-tugas  dalam
penyelenggaraan daerah/kabupaten.

Karena pada dasarnya segala sesuatu yang telah
diamanahkan dalam suatu perjanjian atau kontrak
kerja akan ada laporan pertanggungjawaban atas
kinerja dari pada setiap orang yang bertugas dan
bekerja, baik itu didalam hukum, positif dan hukum
Islam yaitu sebagaimana yang dimaksud didalam Figh
Siyasah yang menilai bahwa setiap
pertanggungjawaban tersebut akan“diperhitungkan dan
menjadi sébuah, penilailan™entuk kedepannya agara
dapat lebih baik lagi. Kemudian dapat disimpulkan
bahwa Siyasah dustiriyyah® adalah suatu norma
aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga
di jadikan landasan utama dalam rujukan semua tata
aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-
nilai syari’at. Siyasah Tanfiziyyah juga merupakan
suatu pelaksanaan terhadap kinerja dan aktivitas
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dengan
demikian semua peraturan perundang-undangan
haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing
setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam
dalam hukum Syari’at yang telah dijelaskan oleh al-
Qur’an dan Sunnah.

* Ibid, 6.
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Sebagaimana dalam (Q.S. at-Taubah [9]:105).*

# < ORI
sy NE AT @l Tl s
P
> _=e _ - g 2 _ - 42
Al e I Tosdily Osebells

PR IR _ ,‘;/;/ _ [

(50 oskess &8 Ly Kb sanally

“ Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-nya serta

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu,

dan kamu akan dikembalikan kepda (Allah) yang

mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu

diberitakan-nya kepada kamu apa yang telah kamu
kerjakan.

Dari ayat diatas, dapat kita ambil"benang merah
bahwa‘lslam sangat menjunjung-tinggi yang namanya
pekerjaan, karefa. pada haklkatnya segala apa yang
kita perbuat nantinya akan kita pertanggungjawabkan
dihadapan Allah kelak di Akhirat. Dengan ayat ini
menjelaskan bahwa jika kita diberikan tugas dan
wewenang maka gunakanlah dengan semaksimal
mungkin dan kerjakanlah dengan ikhlas, karena pada
dasarnya kita akan menjadi baik jika melakukan
perbuatan yang baik dan begitu sebaliknya.
Sebagaimana yang dibahas vyaitu terkait Fungsi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap
pemerintan  daerah  agar dapat  menjadikan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi.

*RI, Al Qur’an Tajwid Dan Terjemah, 203.
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B. Pemerintah Daerah
1. Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance)

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk
Republik, Indonesia Menganut sistem otonomi daerah, yang
mana daerah otonom berhak mengatur dan Mengurus sendiri
urusan rumah tangganya. Salah satu perubahan mendasar
dalam dinamika sistem ketatanegaraan adalah diakuinya
pemerintah daerah sebagai daerah otonom dalam mengatur
dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan.**Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut Prakasa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.®

Pemerintah Daerah ‘adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dansdewan perwakilan
rakyat daerah menurut*asas otonomi‘dan.ugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatlian Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun 1945  Penyelenggaraan Negara
mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita
perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam
penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan
bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam
hal hidupnya negara ialah semangat para pemyelenggara
negara dan pemimpin pemerintahan. sering kali kita dengar
bahwa setiap pemerintahan yang ada di Indonesia itu tidak

35Panggih F Paramadina M. Yasin al Arif, “Konstitutionalitas Perda
Syari’ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah,” Jurnal As-Siyasi, Volume 1
Nomor 1 (Juli 2021): 50, https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi.

®Mirza Muhammad, “Model Partisipasi Masyarakat Kabupaten Jepara
Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Studi Kasus Tentang Pembentukan Peraturan
Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Jepara”
(Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2016), 24.

*’Muhammad Syuaib, “Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap
Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2019
Tentang MD3” (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Bone, 2020), 1.
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sedikit yang bertanggung jawab atas  kesalahan dan
ketidakpatuhan terhadap peran dan fungsi pemerintah yang
mana seharusnya mereka itu bekerja sesuai dengan apa yang
telah  ditetapkan  didalam  Undang-undang,  agar
pemerintahan itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan
apa yang telah di inginkan oleh masyarakat, sehingga
pemerintahan dapat bersih dan bebas dari tindakan korupsi,
kolusi dan nepotisme. Tindak pidana ini tidak hanya
dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara
negara melaikan juga penyelenggara negara dengan pihak
lain seperti keluarga kroni, dan para pengusaha sehingga
merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara.

Good Governance menjadi salah satu tema sentral
dalam berbagai ' pembahasan  kebijakan pemerintahan
dimassa reformasi. Yang mana sistem ini mengatur
bagaimana. cara pemerintahan®yang baik dan bersih dari
KKN, dengan“menggunakan asas-asas yang berlaku terkait
dengan Kinerja paramgpejabalgepeémerintahan  sehingga
penyelenggaraan kinerja dari pdra pejabat negara berjalan
dengan baik sesuai dengan prosedur peraturan perundang-
undangan. Dengan begitu sistem pemerintahan akan
terjauhkan dari tindakan-tindakan yang sangat merugikan
negara dan bangsa terkait dengan kinerja dari para
pemerintah yang kurang baik dalam melaksanakan sistem
pemerintahan.38

Pemerintahan juga merupakan penggerak didalam
sebuah  pemerintahan, dengan bagitu jika sistem
pemerintahan itu akan terlihat baik dan berjalan sesuai
dengan asas-asas Good Governance maka pemerintahan juga
harus melaksanakan itu semua secara benar-benar, sehingga
benar-benar berjalan sebagaimana mestinya pemerintahan
yang baik dan bersih dari KKN. Dan pastinya sistem yang
ada didalam pemerintahan itu akan terlihat secara baik dan

% Jimly Asshiddigie, Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi (Jakarta: PT

Buana Ilmu Populer, 2008), 78.
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berwiba mulai dari aspek ruang lingkup disuatu
pemerintahan itu sendiri, karena pemerintahan yang baik dan
bersih itu tergolong dengan hal-hal yang tidak berliput
dengan KKN disuatu pemerintahan baik itu pusat maupun
daerah.

Sebagai rasa bentuk dalam melakukan sebuah
kepemimpinan dalam sebuah negara maka perlu yang
dinamakan asas-asas, sebagaimana yang ada di dalam
Undang-undang terkait dengan pemerintahan yang baik dan
bebas dari KKN. Oleh karena itu harus adanya asas-asas
tersebut dapat terlaksana didalam sebuah pemerintahan itu,
jika segala bentuk peraturan itu tidak dijalankan, maka
mulailah timbul yang namanya kesalahan-kesalahan baik
dalam melaksanakan penyelenggaraan dan juga pelaksanaan
peraturan perundang-undangan itu tidak akan berjalan
sebagaimana mestinya. Kerena pada dasarnya pemerintahan
yang bersih dan bebas dari KKN itu akan jauh lebih baik dan
berjalan seswai-dengan Kinerja dan ketetapan yang telah ada
di dalam peratUram,, perundang=undangan, maka suatu
pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN itu akan lebih
maju dilihat dari sektor pemerintahannya dan juga dalam
penyelenggaran baik itu Otonominya dan juga APBD akan
terlaksana sesuai dengan apa yang telah di tetapkan dan
direncanakan sebelumnya.

Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi
kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan
kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan
dengan tuntutan hati nurani rakyat yang mengehndaki
terwujudnya  penyelenggara negara yang mampu
menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh,
penuh tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif,
efesien bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah
satu tuntutan untuk mewujudkan Good Governance muncul
seiring dengan kritik terhadap birokrasi pemerintahan yang
berkembang tak terkendali dan memasuki semua wilayah
kehidupan masyarakat sehingga terjadinya masyarakat
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Hiperregulasi. Yang mana ini merupakan dampak yang
sangat berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang
bersih dan bebas dari KKN.39

Sebagaimana diamanatkan oeleh ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/1998 tentang Pgenyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas Korupsi, kolusi dan Nepotisme. Undang-
undang ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan
langsung atau tidak langsung dengan penegak hukum
terhadap tindak pidan Korupsi, Kolisi dan Nepotisme yang
khusus ditujukan kepada para penyelenggara negara dan
pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya
dengan pemyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran pokok
Undang-undang ini adalah para penyelenggara negara yang
meliputi Pejabat Negara dan atau pejabat lainnya yang
memiliki “fungsi. strategis (dalam _kaitannya dengan
peneyelenggaraan-negara sesuia dengan-ketentuan peraturan
perundang-undangafyang, berlakus

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi, dalam Undang-undang ini
ditetapkann asas-asas umum penyelenggaraan negara yang
meliputi asas  hukum, asas ketebukaan, asas
prorporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas
akuntabilitas. Pengaturan tentang peran serta masyarakat
dalam Undang-undang ini dimaksud untuk memberdayakan
masyarakat dalam rangka mewujudkan peneyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan hak dan
kewajiban yang dimiliki, masyarakat dihapkan dapat lebih
bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal
terhadap penyelenggaraan negara, dengan tetep mentaati
rambu-rambu hukum yang berlaku. Agar Undang-undang ini
dapat tercapai sasaran secara efektif maka diatur
pembentukan Komisi Pemeriksa yang bertugas dan
berwewenang melakukan pemeriksaan harta kekayaan

*Ipid, 79.
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pejabat negara sebelum, selama, dan setelah menjabat,
termasuk meminta keterangan baik dari mantan pejabat
negara, keluarga, dan kroninya, maupun para pengusaha,
dengan tetp memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan
hak-hak asasi manusia.

Dengan adanya sebuah aturan baik dari Undang-
undang ataupun dari peraturan perundang-undangan yang
mana mengatur terkait dengan tindakan pidana Korupsi,
harusnya menjadi landasan bagi para pemerintah agar
penyelenggaraan pemerintahaan dapat berjalan sesuai
dengan rencana yang telah dibuat dan sesuai dengan apa
yang ada didalam penyelenggaraan pemerintahaan agar
dapat terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan
akan menjadikan cerminan pemerintahan yang bersih dan
bebas dari Korupsi.

Adapun-startegi terkait pemberantasan Korupsi salah
satunya yaitu kelemahan (Weakness) kelemahan menunjuk
pada semangat profesionalisme -SDM=yang lemah, belum
mantapnya reforfasigbirokrasisyang menjamin keberadaan
nilai-nilai efektivitas, kebersihan dan demokrasi, lemahnya
koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta
kepemimpinan sektoral yang sering mendemonstrasikan
kemiskinan moral dan intelektual. Kondisi tersebut
menyebabkan lemahnya Kkedisiplinan aparat, lemahnya
kerjasama internasional, kurangnya sosialisasi hukum
tentang Tipikor dan lemahnya kesadaran terhadap asas-asas
tentang Good Governance di lingkungan sektor privat.40
Oleh karena itu jika suatu pemerintahan akan terlihat baik
dan bersih dari korupsi itu sangat membutuhkan prinsip dan
asas-asas kesadaran terhadap nilai kemanusian yang ada
didalam diri setiap orang. Karena pada hakikatnya
pemerintahan merupakan salah satu organ intim di dalam
suatu penyelenggaraan otonomi daerah, dengan begitu jika
suatu pemerintahan itu tidak mengerti terkait dengan tugas-

178.

“ Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
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tugas mereka sebagai pelaksana otonomi daerah maka hal
yang akan terjadi yaitu suatu kesenjagan dan hal yang
melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya tindak
pidana korupsi didalam suatu pemerintahan tersebut.

Pemerintah daerah merupakan aktor utama dalam
mencerminkan dirinya sebagai bentuk hormat atas jabatan
apa yang telah mereka emban dan mereka kerjakan, dengan
tidak menyalah gunakan jabatan mereka hanya karena ingin
mendapatkan  suatu  kebahagian diatas  penderitaan
masyarakat lainnya, karena korupsi merupakan bentuk hal
yang sangat tidak asing didalam suatu pemerintahan terkait
dengan administrasi negara yang mana itu sangan
berpengaruh terhadap terjadinya suatu tindak pidana.
Dengan begitu segala bentuk peraturan yang melawan
hukum pastinya akan ada hukuman bagi para pemerintah
daerah yang melanggar tindakan tersebut.

Pemerintahan yangy baik, dan _bersih’ merupakan
apresiasi yang besar seharusnya dilakukan-6leh para pejabat
yanag ada didalam<pemetintahansoleh. karena itu jika para
pejabat pemerintah menjalankan éegala urusan pemerintahan
sesuai dengan undang-undang dan juga sesuai dengan asas-
asas pemerintahan yang baik maka akan terciptalah suatu
pemerintahan yang baik pula. Dengan begitu pemerintahan
akan terjauh dan terhindar dari hal-hal yang buruk dan
beresiko melawan hukum terkait dengan administrasi yang
ada didalam suatu pemerintahan baik itu di pusat maupun di
daerah, karena pada dasarnya pemerintahan tidaklah sedikit
yang terjerat dengan kasus-kasus yang ada di lingkungan
sektor pemerintahan karena menyalah gunakan dari pada
jabatan sebagai bagian dari pemerintahan.

Adapun kasus yang terkait dengan pemerintah daerah
yang melakukan kesalahan didalam sistem pemerintahan dan
melakukan pelanggaran terhadap melawan hukum dan
melakukan tindak pidana korupsi yaitu seperti kasus sebagai
berikut. Dua tersangka korupsi di dinas pendidikan (Disdik)
Tulang Bawang tahun anggaran 2019 menjalani persidangan
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di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjung Karang. Mereka
adalah adalah Eks Kadisdik Nasaruddin dan pengurus
koperasi Bergerak Melayani Warga (BMW) Guntur Nasser
yang merupakan pegawai di Dinas pendidikan Tulang
Bawang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ardhi Herliansyah
menjelaskan, berdasarkan aplikasi SIMDA  (Sistem
Informasi Manajemen Daerah) pada tahun anggaran 2019,
Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang. Mendapatkan
DAK (Dana Alokasi Khusus) yang bersumber dari APBD
sebesar Rp 36.193.430.000, untuk dibagikan ke sebanyak
(142) sekolah. Adapun rinciannya adalah SD Negeri
sebanyak (75) sekolah dengan nilai Rp 21.943.909.000, SD
Swasta (11) senilai Rp 1.585.000.000, SMP Negeri (41)
sebesar Rp, 9.724.021.000, SMP Swasta (11) sebesar Rp
1.567.500.000, dan sanggar kegiatan-belajar.atau TK untuk
empat sekolah.dengan nilai sebesar Rp 1.373.000.000.

Pada™juli 2019, Nasaruddin -selaku Kepala Dinas
mengundang MuSyawarah Kega"kepala Sekolah (MKKS)
dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) untuk
membentuk koperasi BMW. Dalam pertemuan itu,
Nasaruddin menyampaikan setiap kepala sekolah yang
menerima DAK Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2019
akan ditarik pungutan. “penarikan melalui orang-orang
diluar Dinas Pendidikan yang akan ditunjuk terdakwa,” ujar
Ardhi, dalam persidangan, 9 Juni 2021. Pada September
2019, Nasaruddin kembali mengumpulkan MKKS dan KKK
di water boom Kharisma Swimming Pool (KSP) di
sukarame yang juga milik terdakwa. Pertemuan kali ini
dihadiri ketua MKKS Tulang Bawang Suradi, Sekretaris
MKKS, Ahmad Sidik, dan Ketua K3S Kabupaten Tulang
Bawang Sumito.

Dalam petemuan tersebut, terdakawa memerintahkan
Ketua dan sekretaris MKKS serta para Ketua K3S untuk
menyampaikan kepada semua Kepala Sekolah penerima
DAK Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2019 untuk
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meneyerahkan uang pungutan sebesar 12,5% dari total dana
yang diterima. Pertemuan pun kembali dilakukan di rumah
dinas Nasaruddin, di menggala Tulang Bawang, dalam
pertemuan itu, Nasaruddin menyampaikan bahwa uang
pungutan DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 yang akan
dikumpulkan melalui Ketua MKKS, serta para Ketua K3S
se- Tulang Bawang tersebut. Uang akan diambil oleh
tersangka lainnya yakni, Guntur Abdul Nasser. Namun
beberapa Kepala Sekolah penerima DAK di kecamatan
rawajitu selatan keberatan untuk menyerahkan uang sebesar
12,5% dsri dana DAK yang diterima.” Kata JPU.

Akhirnya jumlah penarikan fee tersebut dilakukan
oleh Nasser selama tiga terminan di tahun anggaran 2019
dengan total Rp 3,67 miliar. Atas perbuatannya Nasaruddin
dan Guntur Abdul Nasser dijerat dakawaan. pertama priamir
dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat(2) dan ayat
(3), kemudian subsidair pasal 370, Pasal 18 ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3). Kemudian dakawaan kedua=pasal 12 huruf f
Korupsi Jo. Pasal 18%ayat (1), ayat(2)~dan ayat (3) pasal 12
huruf e Undang-undang ‘Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).Undang-undang Nomor 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi
sebagaimana diubah dan di tambah dengan Undang-undang
Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah
masyarakat yang disebut oleh Roscoe Pound a tool of social
engineering.41Perubahan masyarakat terjadi bila seseorang
atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari
masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga

*' Roscoe Pound, Interpretation of Legal History (USA: Holmes Beach,

Florida, 1986), 147.
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kemasyarakatan. Oleh karena itu jika suatu kepemimpinan
dari rakyat dipimpinin oleh para pemimpin yang baik dan
berwibawa, maka suatu pemerintahan akan berjalan dengan
baik dikarenakan sumber daya manusianya yang paham dan
mengerti bagaimana suatu pemerintahan yang bersih dan
bebas dari Korupsi. Karena pada dasarnya manusia akan
selalu lupa dan bahkan lalai terhadap apa yang telah
diamanahkan kepada mereka jika masyarakat takut akan
hukum yang ada di negara ini maka akan banyak para
pejabat yang bekerja sesuai dengan tupoksi mereka masing-
masing.**

“2zainudin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 38.



BAB V
PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan yang telah

dikemukakan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

Upaya yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  terhadap  Pemerintah  Daerah  untuk
mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari
Korupsi.

Terkait upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah masih belum Optimal dalam melakukan
Fungsinya tersebut, “dengan begitu fungsi DPRD tidak
berjalan secara efektif “dan <efesien dalam melakukan
pengawasan . terhadap , Pemerintah #"Daerah  dalam
mewujudkan pemerintahan™ yang_-bersih®"dan bebas dari
Korupsi. Yang mana-itu merupakan segala bentuk dan tugas
mereka sebagai pejabat daefah yang mana memang harus
menjalankan segala tugas dan fungsi mereka sebagaimana
mestinya itu merupakan hal yang wajib, karena pada
dasarnya itulah gunanya mereka hadir sebagai bagian dari
rakyat sebagai pemimpin dan pendegar aspirasi dari pada
rakyatnya. Tupoksi yang ada pada setiap pejebat daerah
merupakan suatu hal yang sangat bertanggung jawab dalam
penyelenggaran pemerintahan di daerah tersebut sehingga
penyelenggaraan baik otonomi daerah dan APBD dapat
sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan ditetapkan
sebelumnya. Segala bentuk upaya yang dilakukan oleh para
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap
pemerintah daerah dapat dikatakan cukup baik, akan tetapi
dari beberapa kasus yang telah terjadi di pemerintahaan
daerah baik itu hal-hal yang kurang baik sampai dengang
hal-hal yang buruk seperti tindak pidana korupsi ini harus
lebih di awasi kembali dan diperketat kembali baik itu

terhadap para pejabat daerah dan pemerintahan daerah untuk
65
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tidak dan menghindari aksi seperti ini karena sebagai pejabat
pemerintahan harusnya dapat menjadi cerminan bagi
masyarakat bukan malah menjadi benalu saja dengan
menyalahgunakan jabatan hanya karena ingin mendapatkan
keuntungan bagi pribadi sendiri, seharusnya sebagai
pemerintan  daerah  harus  mementingkan  urusan
pemerintahan terlebih dahulu dibandingkan dengan urusan
pribadi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan
sesuai secara baik dan bersih dan bebas dari Korupsi.

Pandangan Figh Siyasah Terhadap Fungsi pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah
Daerah dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih
dan bebas dari korupsi.

Fungsi pengawasan bagi para Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah merupakan hal yang sangat segnifikan dalam
mewujudkanypemerintahan“yang baik dan berwibawa yang
bersih dari tindakanw, pidana: K_Qrupsi, sebagaimana
pandangan Figh Siyasah ~batWa fungsi DPRD dapat
dikatakan belum sesuai karena tidak adanya penerapan
Fungsi DPRD yang sesuai dengan pandangan Figh Siyasah
Dustiriyyah dan Siyasah Tanfiziyyah karena tidak berfungsi
sebagaimana mestinya. Karena dengan tidak mealkukan
fungsi tersebut maka dapat terjadinya tindakan Korupsi pada
pemerintahan daerah. karena pada dasarnya Islam sangat
melarang dalam melakukan hal tersebut dikarenakan itu
merupakan hal buruk apalagi jika itu justru yang melakukan
ternyata dari para aparatur daerah atau negara sendiri, yang
mana sangat memalukan bagi marwah mereka sebagai
penyelenggara urusan negara, daerah dan kota. Oleh karena
itu fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai perwakilan dari rakyat dalam menjalankan sebuah
pemerintahan agar dapat terwujud dengan syari’at atau
ajaran Agama lIslam, sebagai seorang yang memiliki tugas
dan amanah dalam menjalankan pemerintahan disuatu
daerah yang mana nanti akan dipertanggung jawabkan baik



67

di dunia maupun di akhirat, karena pada dasarnya setiap
fungsi dan tugas itu harus dijalankan dan dilaksanakan
sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam Undang-
undang dan syariat Islam. Sebuah pemerintahan akan
berjalan dengan baik jika para pemerintah daerah
menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagimana mestinya
yang mana tidak akan terjadi dampak buruk seperti adanya
sebuah tindak pidana Korupsi di dalam suatu pemerintahan
dengan begitu pemerintah daerah akan jauh dari yang
namanya tindak pidana korupsi.

REKOMENDASI

Adapun rekomendasi yang penulis jelaskan mengenai
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah, yang
sifatnya dapat membangun :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan' '‘Rakyat Daerahsmerupakan salah
satu aktor yang sangat. penting-dalam sistem Pemerintahan
Daerah, dikarenakan tugas dan fungsi mereka yang sangat
strategis dalam suatu pemerintahan yang mana dengan
adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tulang Bawang dapat menjadi acuan untuk para pejabat
yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, dikarenakan akan
menjadi aktor yang mengawasi berjalannya pemerintahan di
daerah  khususnya  Kabupaten  Tulang  Bawang,
penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah jika tidak
adanya sebuah pengawasan maka akan ada terjadinya sebuah
hal baik itu yang tidak kita inginkan dari hal-hal yang buruk
didalam sebuah pemerintahan terutama di bidang birokrasi
dan penyelenggaraan administrasi negara.

Oleh karena itu untuk Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tulang Bawang seharusnya lebih efektif dan efesien
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehinga dapat
secara Optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai badan atau lembaga perwakilan rakyat sekaligus
penyelenggara pemerintahan, sehingga segala bentuk
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kegiatan yang terkait dengan Pemerintah daerah itu dapat
secara baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan
dan di tetapkan sebelumnya, dengan begitu Pemerintah
daerah tidak akan melakukan segala pelanggaran yang
bertentangan dengan hukum dan pemerintahan akan berjalan
dengan baik dan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang
baik (Good Governance).

Karena pada dasarnya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah itu merupakan bagan dari penyelenggara
pemerintahan yang tentunya sesuai dengan fungsi dan
tugasnya, tidak hanya mengurusi kepentingan pribadi terkait
dengan segala bentuk aspek kehidupan yang melebihi
kepentingan masyarakat tersebut. Dengan begitu Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dapat berguna dan menjadi
tembok utama bagi masyarakat dalam melakukan tugas dan
fungsi salah 'satunya yaitu fungsi pengawasan terhadap
pemerintah. daerah dalam'ymeujudkan pemerintahan yang
bersih dan “haik “dari tindakan—korupsi di lingkup
pemerintahan. N

Dewan Perwakilan Rakyat'Daerah sebenarnya harus
lebih banyak turun dan melihat terkait hal-hal yang ada di
lapangan dan di dalam ruang lingkup pemerintahan, apakah
segala bentuk sistem pemerintahan itu ada hal yang perlu
diperbaiki dan dikoreksi kembali untuk kedepannya nanti.
Karena jika pengawasan yang di lakukan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ini tidak berjalan dan hanya memikirkan
kepentingan politik mereka saja maka, hal ini akan terus
menurus terjadi di dalam sistem pemerintahan daerah itu
sendiri. Dan itu akan terus menerus terjadi dan menjadi hal
yang nantinya dianggap wajar di dalam suatu pemerintahan
tersebut.

Fungsi pengawasan ini jika di lakukan secara benar-
benar dan baik maka pejabat pemerintah itu akan segan
karena di awasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
sehingga jika fungsi ini berjalan dengan baik maka akan
terlihat baik pula terhadap pemerintahan daerah itu sendiri.
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Akan berjana dengan sebagaimana mestinya dan menjadikan
sistem pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN, dengan
begitu segala bentuk aspek pemerintahan di dalam ruang
lingkup pemerintah daerah berjalan sesuai dengan asas-asas
pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan (Good
Governance ).

Ketika fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ini akan berjalan secara berdaya guna dan berhasil
guna efektif dan efesien, maka sistem pemerintahan jauh
lebih baik dari tindakan-tindakan yang dapa merugikan
negara dan bangsa. Jika adanya keseimbangan di dalam
pemerintahan itu dan taat terhadap tugas mereka sesuai
dengan tupoksi sebagai perwakilan dari rakyat yang harus
mengurusi dan mewakili rakyatnya di daerah tersebut yaitu
salah satunya ' adalah melaksanakan .tugas dan fungsi
pengawasan tersebut terhadap pemerintah daerah agar tidak
melakukan hal-hal. buruk gersebut di dalam suatu aspek
sistem pemerintahan di daerah—tersebut. Dengan begitu
terwujudnya pem€rintahan yang@ebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme. ' '

Pemerintah Daerah
Pemerintah  daerah  merupakan lembaga yang
menjalankan sistem pemerintahan didaerah tersebut,
penyelenggaraan otonomi dan APBD di daerah yang mana
itu semua sudah diatur dan ditetapkan di dalam Undang-
undang dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang
mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah,
tentunya sangat berpotensi tinggi dalam melakukan tindakan
buruk terutama didalam birokrasi dan administrasi yang
sering menjadi sorotan bagi masyarakat. Pemerintah daerah
harus lebih efektif dan efesien dalam menjalankan peranan
sebagai pejabat negara yang menjalankan tugasnya sebagai
penyelenggara pemerintahan.
Oleh karena itu Pemerintah daerah seharusnya ingat
dan mengerti dengan apa yang harus dilakukan dengan tidak
melanggar hukum seperti melakukan tindak pidana korupsi
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di dalam suatu pemerintahan, karena pada hakikatnya
pemerintah daerah merupakan aktor yang seharusnya dapat
menjadi contoh bagi para masyarakat agar dapat dilihat
bagaimana sistem pemerintahan itu baik dan bersih dari
korupsi, sehingga pemerintahan dapat sesuai dengan sistem
penyelenggaran terkait dengan otonomi dan dapat sesuai
dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan bersih dari
korupsi.

Dengan sistem pemerintahan yang baik dan bersih
dari korupsi, tentunya akan berdampak baik pula dengan
sistem pemerintahan yang ada di suatu pemerintahan
tersebut, sehingga segala  bentuk  penyelenggaran
pemerintahan akan jauh leih baik dan akan terlihat sangat
segnefikan terutama bagi para pejabat pemerintah daerah itu
sendiri. Karena pada dasarnya semua itu .akan jauh lebih
baik jika semua pemerintahan menjalankan tugas dan peran
mereka sebagai penyelenggana ‘pemerintahan yang sesuai
dengan  sebagaimana  mestinya— di—“dalam sebuah
pemerintahan. _

Karena jika sesuatu peme'rintahan saja terlihat tidak
berjalan dengan baik dan bersih dari KKN di dalam suatu
pemerintahan itu sendiri khusunya di dalam pemerintah
daerah. Maka hal-hal yang ada di dalam pemerintahan itu
akan buruk dan terlihat tidak ada kehormatan bagi para
pejabat pemerintah daerah sendiri sebagai penyelenggara
pemerintahan di suatu daerah, di karenakan adanya beberapa
oknum yang melakukan hal-hal yang dapat merugikan
negara dan bangsa. KKN merupakan tindakan yang sangat
sering terjadi baik itu di pemerintahan pusat maupun
pemerintahan daerah, karena masyarakat juga sudah
mengetahui bagaimana sistem pemerintahan yang benar-
benar bergerak di dalam suatu pemerintahan tersebut.

Good Governance yang saat ini sangatlah sedikit di
dalam suatu pemerintahan itu sendiri, terkait banyaknya
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kepentingan- kepentingan yang di lakukan oleh para pejabat
pemerintahan daerah tidak paham dan mengerti apa itu
pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN. Suatu sistem
pemerintahan juga merupakan bukti jika adanya hal-hal
buruk di pemerintahan itu sendiri, dengan begitu segala
bentuk aspek sistem pemerintahan sulit untuk berkembang
dan dianggap sebagai pemerintahan yang baik dan bersih
sesuai dengan perspektif Figh Siyasah.
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